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BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERNAK GADUHAN
SAPI DENGAN SISTEM BERGULIR DAN TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH ATAS TERNAK SAPI MILIK DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
Pengelolaan Ternak Daerah yang efektif, efisien,
transparan, terbuka, adil dan akuntabel, salah satu
caranya adalah perlu adanya ketentuan lanjutan
dari pedoman pengelolaan ternak sapi milik daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak
Daerah, Pemerintah Daerah berwenang
melaksanakan pengelolaan ternak gaduhan sapi
dengan sstem bergulir;

c. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis
Pemerintah untuk mendorong sektor-sektor yang
berperan penting terhadap ketahanan pangan dan
perekonomian nasional berupa penghapusan
piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) di tiga bidang yaitu pertanian,
perkebunan dan  peternakan  sebagaimana
diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet
Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak
Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir dan Tata Cara
Penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik
Daerah;
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Mengingat |  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan
beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjady Undany
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68506),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

12. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang
Daerah yang  Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 946);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2005 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2022 Nomor 14);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 103 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan
Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas
Ternak Sapi Milik Daerah (Berita Dacrah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERNAK GADUHAN SAPI
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DENGAN SISTEM BERGULIR DAN TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH ATAS TERNAK SAPI
MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD
adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah
Laut.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada
Bupati.

8. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan
pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang
bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain
dilimpahkan kepada Daerah.

9. Surat Perjanjian adalah surat penjanjian kerjasama pemeliharaan ternak
daerah yang dilakukan antara Kepala Dinas dengan Petani/Peternak
Penggaduh Ternak Daerah APBD Kabupaten Tanah Laut.

10. Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah yang selanjutnya disebut
Penggaduh adalah petani/peternak yang berdasarkan suatu perjanjian
tertentu memelihara Ternak Daerah.

11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lain yang sah.

12. Penanggung Utang adalah Penggaduh yang belum memenuhi
kewajibannya sesuai perjanjian.

13. Penyerah Piutang adalah SKPD yang menyalurkan dana dari pemerintah
daerah berupa piutang aset ternak daerah dengan sistem bergulir

14. Penyebaran Kembali Ternak Daerah sebagai Salah Satu Upaya
Pengembangan Termnak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah
penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian

penggaduh.,
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15 Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang
Daerah dan pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan
hak tagih daerah.

16 Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah
sctelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih
daerah.

17 Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO,
adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah
scbagai bukti bahwa Piutang Dacrah dengan kualifikasi macet telah
dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena
Penggaduh tudak mempunyai kemampuan untuk menyelesaitkan utang,
tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahun daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

20. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

21. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Keschatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis atas
pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik daerah
dengan sistem bergulir serta tata cara penghapusan Piutang Daerah Atas
Ternak Sapi Milik Daerah dengan kategori macet.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. untuk membatasi Redistribusi sebagai salah satu upaya dalam hal
penjaminan peredaran ternak layak bibit di Daerah; dan

b. mengatur distribusi dan Redistribusi ternak sapi milik Daerah oleh
Penggaduh;

c. mengatur mekanisme penjualan ternak;

d. mengatur penggantian penjualan ternak; dan

c. mengatur tata cara penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi
Milik Daerah dengan kategori macet;

BAB II
DISTRIBUSI

Bagian Kesatu Distribusi
Pasal 3

(1) Sistem penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik Daerah kepada
Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah yang dilaksanakan dengan
cara bergulir dengan dibebani kewajiban tertentu disebut distribusi.

(2) Kepala Dinas menetapkan lokasi distribusi pelaksanaan penyebaran dan
pengembangan ternak sapi milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

B - -7 Fadar -
L ﬂ.n'-s,’» ."l'.'-.L-’T?..u:: $a: son] aoge vuis e |

TR

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

3)

(4)

(1)
()

(3)
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(5)

(1)

(2)

(3)

Distribusi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Penggaduh penerima ternak milik Daerah dengan suatu ikatan perjanjian

dalam kurun waktu tertentu.

Ikatan perjanjian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berupa Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah dengan jangka

waktu penggaduhan sebagai berikut :

a. paket ternak sapi betina yang dikembangbiakan dengan jangka waktu
penggaduhan 4 (empat) tahun; dan

b. paket ternak sapi jantan yang digemukan dengan jangka waktu
penggaduhan 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Bupati menetapkan Penggaduh sebagai penerima Ternak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan Penggaduh sebagai
penerima ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Dinas.

Pelimpahan Kewenangan penetapan penggaduh sebagai penerima Ternak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal Bupati melimpahkan kewenangan penetapan Penggaduh
penerima Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
Penggaduh penerima ternak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.

Prosedur penetapan Penggaduh penerima ternak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berdasarkan atas persetujuan Bupati atas
permohonan Kelompok Tani yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah,
Camat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian
Kecamatan.

Pasal 5

Surat perjanjian Kerja Ternak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai perwakilan Pemerintah
Daerah dan Penggaduh sebagai Penerima Ternak Daerah.

Kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang

dibebankan kepada Petani Penggaduh penerima paket ternak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu:

a. harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor sebesar induk
atau berumur 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan;
dan

b. ditambah bunga 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pokok
induk/bibit.

Kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang

dibebankan kepada Petani Penggaduh penerima paket ternak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu:

a. wajib menyerahkan seluruh harga pokok dari ternak; dan
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(1)

b. menyerahkan 40% (empat puluh persen) dari selisih harga penjualan
dan harga pokok.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi salah

satu dari pasal yang harus dimuat dalam surat Perjanjian Kerja Ternak

Daerah.

Selain memuat kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Surat

Perjanjian Kerja Ternak Daerah mengatur paling sedikit hal-hal:

force majeur; dan

. penyelesaian perselisihan.

Hal-hal yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Daerah
Tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah.

a. kewajiban lain bagi Penggaduh;

b. hak Penggaduh;

c. tanggung jawab dan resiko penggaduh;
d. waktu berakhirnya perjanjian;

e. larangan

f. sanksi;

g.

h

Bagian Kedua
Penilaian Setoran Ternak

Pasal 6

Setoran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2) huruf a
diserahkan oleh Penggaduh kepada Kepala Dinas melalui Tim Penilai
Ternak Daerah.

Tim Penilai Ternak Daerah melakukan penilaian dan seleksi terhadap
setoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pengklasifikasian ternak.

Klasifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. setoran ternak layak bibit ; atau

b. setoran ternak tidak layak bibit.

Setoran ternak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
selanjutnya akan diredistribusikan.

Setoran ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b selanjutnya akan digemukkan.

Klasifikasi setoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan atas berita acara penilaian tim penilaian Ternak Daerah.

Tim Penilai Ternak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
REDISTRIBUSI

Pasal 7

Penggaduhan ternak sapi milik Daerah oleh Penggaduh dinyatakan selesai
atau lunas apabila telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal S ayat (2).

(2) Redistribusi atas hasil ternak yang disctorkan olech Penggaduh
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara distribusi dan
memenuhi kewajiban.

(3) Terhadap ternak setoran olech Penggaduh hasil dari Redistribusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pelaksanaan kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurul a oleh Dinas
dilakukan penjualan.

(4) Setoran ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b selanjutnya akan digemukkan,

BAB IV
MEKANISME PENJUALAN TERNAK

Pasal 8

(1) Ternak hasil penggemukkan, ternak sctoran hasil distribusi dan ternak
setoran hasil Redistribusi dilakukan penjualan.

(2) Proses penjualan dan harga ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan olech tim penilai Ternak Daerah bersama Peternak
Penggaduh.

(3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas
Daerah melalui bendahara penerimaan dinas.

(4) Setiap transaksi penjualan dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan dan
kuitansi.

BAB V
PENGGANTIAN PENJUALAN TERNAK

Pasal 9

(1) Ternak Daerah yang telah dijual Penggaduh tanpa sepengetahuan Dinas
tetap dibebankan uang penggantian sebesar harga pokok yang tertuang
dalam Surat perjanjian kerja Ternak Dacrah.

(2) Kewajiban pembayaran bunga pada Ternak Daerah yang telah dijual
Penggaduh tanpa sepengetahuan Dinas dapat diusulkan penghapusan
piutang secara bersyarat.

(3) Uang penggantian secbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan dengan cara mengangsur.

(4) Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat
permohonan pembayaran angsuran yang ditujukan kepada Bupati melalui
Dinas.

(5) Jangka waktu angsuran uang penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun.

(6) Apabila angsuran melewati batas waktu yang ditentukan, Penggaduh dapat
mengajukan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada Bupati
melalui Dinas dengan disertai alasan perpanjangan.

(7) Kepala Dinas memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk
memberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (95).
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(8) Bupati dapat menerima atau menolak alasan perpanjangan.

(9) Dalam hal Bupati menolak perpanjangan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) maka kekurangan pembayaran uang pengganti
dijadikan piutang Dacrah.

(10) Pembayaran piutang Daerah oleh Penggaduh sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) berpedoman pada peraturan tentang Tuntutan Perbendaharaan
Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

(11) Uang penggantian atau angsuran uang penggantian disctorkan ke Kas
Daerah melalui bendahara penerimaan dinas.

(12) Dinas dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga lainnya dalam hal
penagihan uang penggantian yang biayanya dibebankan kepada APBD.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang

Pasal 10

(1) Penghapusan Piutang Daerah yang diatur dalam peraturan ini adalah
piutang yang timbul dari kegiatan distribusi sapi bergulir berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah.

(2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
menjadi 2 (dua) kategori:

a. penghapusan piutang Daerah karena lunas; atau

b. penghapusan piutang Daerah dengan kategori macet.
(3) Penghapusan Piutang Daerah meliputi:

a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan

b. Penghapusan Secara Mutlak.

(4) Penghapusan Piutang Daerah karena lunas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, apabila Penggaduh yang telah melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8
dinyatakan lunas dan dapat diusulkan penghapusan piutang secara
mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Penghapusan Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Piutang Daerah dengan jumlah sisa
kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per
Penggaduh/Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan
yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak memiliki nilai ekonomis.

(6) Jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta
rupiah) per Penggaduh/Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) terdiri dari pembayaran harga pokok dan/atau bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b. dengan
persetujuan Bupati.
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(7) Jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
per Penggaduh/Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terdii dari pembayaran harga pokok dan/atau bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b. dengan
persetujuan Bupati berkoordinasi dengan kantor pelayanan kekayaan
negara dan Lelang.

(8) Nilai ekonomis barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa
Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak
mempunyai nilai jual.

(9) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam
hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan
diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

(10) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diselesaikan oleh Daerah melalui PPKD sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak

Pasal 11

(1) Penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi milik Daerah karena lunas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat diusulkan
penghapusan piutang secara mutlak.

(2) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.

(3) Dinas menetapkan daftar nominatif Penggaduh yang diusulkan untuk
dapat dihapuskan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Nominatif Penggaduh Yang
Diusulkan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak Karena Lunas.

(5) Dinas menyampaikan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Nominatif
Penggaduh Yang Diusulkan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak
Karena Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPKD untuk
Penerbitan PPDTO untuk Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan syarat adanya bukti bahwa Penanggung
Utang telah melunasi cicilan.

(6) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Bupati.

(7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati
menetapkan Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak karena lunas.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dalam

hal tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan:

a. meninggal dunia;

b. tidak mampu;

c. pindah alamat yang tidak bisa ditemukan posisinya.

d. ternak mati; atau

e. ternak sudah dijual tanpa sepengetahuan Dinas.

Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat

dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati dengan

persyaratan sebagai berikut:

a. akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau
Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa; dan

b. melampirkan Copy KTP Ahli Waris dan Copy Kartu Keluarga Ahli Waris.

Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat

dikarenakan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang

dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:

a. surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui
Camat atau bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat
miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program
Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan

b. melampirkan Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga.
Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat
dikarenakan pindah alamat yang tidak bisa ditemukan posisinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, berdasarkan permohonan
oleh penyerah piutang kepada Bupati yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari kepala desa yang diketahui oleh camat.
Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat
dikarenakan ternak mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang
dibuktikan dengan Surat Penyataan Kematian Ternak oleh Penggaduh yang
diketahui oleh ketua kelompok dan saksi-saksi.
Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat
dikarenakan ternak sudah dijual tanpa sepengetahuan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2), berdasarkan
permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang dibuktikan dengan
surat pernyataan penjualan ternak oleh penggaduh atau ketua kelompok,
ditandatangani diatas materai.
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(7)) Pengusulan penghapusan plutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dituangkan dalam daftar nominatif berupa Keputusan Kepala
Dinan tentang Daltar Nominatl usulan penghapusan piutang Dacrah
Dernynrat,

Pasal 13

(1)  Piatang Daerah atas ternak sapl milik Daerah dengan kategori macet hanya
dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.

(2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.

(3)  Bentuk dan format surat PPDTO sesual dengan contoh yang tercantum
dalam Lampliran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati inl,

Pasal 14

(1) Piutang Daerah atas ternak sapi milik Daerah dengan kategori macct
ditetapkan sebagal PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam
hal masih terdapat sisa kewajiban, namun;

n. penanggung  utang tidak  mempunyai kemampuan  untuk
menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak
mempunyai nilai ekonomis,

(2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reviu
kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan
bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk
dilakukan penghapusan,

(3) Reviu APIP Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
dengan Peraturan Bupati ini,

Paragraf 2
Syarat Penerbitan PPDTO

Pasal 15

Piutang Dacrah Atas Ternak Sapi Milik Dacrah dengan jumlah sisa kewajiban

paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per

Penggaduh/Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang

diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat

diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
kualitas piutang telah macet;

c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tiak terdapat
angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen)
dari kewajiban yang harus dibayar; dan

d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan
utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:

1) kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari
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Lurah/Kepala Desa;

surat keterangan dari Dinas yang menyatakan Penanggung Utang tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti
penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH)
atau program lain yang sejenis; dan/atau

4) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan Dinas dan

Peabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau
berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung
Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 16

Penerbitan PPDTO oleh PPKDh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
Upaya penagihan wajib dilakukan secara tertulis

Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Bersyarat

Pasal 17

Usulan penghapusan Piutang Bersyarat diajukan setelah diterbitkan
PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang daerah
untuk jumlah piutang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per
Penggaduh/Penanggung Utang kepada Bupati.

Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang
Daerah Bersyarat berupa Gaduhan Sapi dengan Sistem Bergulir atas
Ternak Sapi Milik Daerah.

Pasal 18

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 17 disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen
persyaratan paling sedikit :

a. daftar nominatif Penggaduh/Penanggung Utang; dan

b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
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Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah
Yang Ditetapkan Penghapusannya Secara Bersyarat

Pasal 19

(1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah secara bersyarat,
diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan
Pengahapusan Secara Bersyarat.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
Dinas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(3) PPKD mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
a. daftar nominatif Penggaduh/Penanggung Utang yang hutangnya telah

ditetapkan dalam daftar Penghapusan Piutang Daerah Secara
Bersyarat;

b. surat Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat atas
piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

c. surat keterangan dari Dinas yang menyatakan bahwa
Penggaduh/Penanggung Utang tetap tidak memiliki kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya.

(4) Surat keterangan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
didahului dengan:

a. surat pernyataan bermaterai Penggaduh/Penanggung Utang bahwa
yang bersangkutan tetap tidak memiliki kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya; atau

b. surat keterangan dari lurah/kepala desa bahwa
Penggaduh/Penanggung Utang tidak diketahui tempat tinggalnya.

(5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan
setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan

Secara Bersyarat.

Pasal 20

(1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf a memuat informasi paling
sedikit:

a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;

b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan
dihapuskan;

c. tanggal terjadinya piutang;

d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;

e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah; dan

f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang,
keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain
yang terkait.
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(2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengusulkan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format
sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 21

(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah
ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan oleh
PPKD.

(2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan
telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan
Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut oleh Sckretaris
Daerah selaku pengusul.

(3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan
belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan
penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas
permohonan dikembalikan kepada Dinas oleh PPKD untuk dilengkapi.

Pasal 22

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan
dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh
Bupati dengan Keputusan.

Pasal 23

Setelah ditetapkan oleh Bupati, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau
Mutlak Piutang Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 24

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara
Mutlak Piutang Daerah sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. perjanjian Kerja Ternak Daerah atas Redistribusi kedua atau lebih yang
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dibuat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sepanjang
udak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan

b  Kewapban terhadap setoran ternak dan Redistnbusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undnagan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 103 Tahun 2022 tentag Tata Cara Pelaksanaan Ternak Gaduhan
Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 COesember 20

Jabilas Farat

BUPA NAH LAUT,

Sedretans Daerah

&
Asisten | 114l /‘/ﬂ

Kepala :1-;’{[ ﬁ

Kabag Hu-q_-\L/J\.. SYMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaiharn
pada tanggal 24 Qesmbur 20k

Pj. SEKRETARIS-DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 67

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR -  TAHUN 2024
TENTANG . TATA  CARA  PELAKSANAAN
PENGELOLAAN TERNAK

GADUHAN SAPI DENGAN SISTEM
BERGULIR DAN TATA CARA

PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH ATAS TERNAK SAPI
MILIK DAERAH
CONTOH 1: SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL
(PPDTO)
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......*)
un‘ttll...l”’
Alamat..

Telepon : xoocooooe, Faksimili ; ooooooooos
e e e R e =T

Nomar : Kode surat Tanggal
Sufat : Rahama

Lampuan 21 owet

Hal Pernyataan Piutang Daerah Telah Opumal (FPDTO)

Yth Sekretans Daerah Prov/Kab/Kota .
di..

Bahwa Plutang Daerah yang tdak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama . ...
dengan nomor /kode registrasi (jka ada)....... tahun (tercatat)...... telah didakukan upaya pengelolaan sesumi
ketentuan peraturan perundang undangan, sebagai benkut:

1. telah dilakukan penaghan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2. telah dilakukan penaghan dengan optimalisasi Plutang Daerah berupa (sebutkan upaya opumalisasi dan

keterangan pendukung, jka ada).
Atas Putang Dacrah tersebut telah dilakukan upaya penagthan secara makmmal sebagaimana dijelaskan
di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp...... .., dengan nnaan.. . (pokok,
bunga/denda/onghkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesakan atau tudak
diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak
lag punya mlai e is, maka terhadap pengelolaan Plutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah
tumal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjut: d

v

Ll et

Demilaan pernyataan inu dibuat sebenar-benamya. Atas perh Saudara, kami ucapkan tenma kash.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tembusan:
1 Gubernur/Bupati/Wal Kota ...
2. Arsp
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CONTOH 2: DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK
h-.mm m.nh:l.ll.‘l.lllll...l.l

[T Torgo | Tungl [ Wi Py [ Pembapann [ 10 Pergarangar/ .‘I
No. [Penanggung| Alamat |Terpdinga| Pistang | Mata Instamy | Prmbayaran Setelah et
o _ LT ) et e L e
) U] Ul fl@mim. m[M®m () [ () [ (M) (L] (15)
L) tma | damt | gl | ongt | ™ g Tl g T Nds  [logh
Uang (hurd)

]

1| N
I 1
......... (kota), ... ..(tanggal)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)
Keterangan:
1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain)
5 Tanggal piutang dinyatak bagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tulisk ] jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir
pembayaran.

9. Tubiskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).

10 Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8

11.Isi dengan nomor surat PPDTO,

12. lm dengan tanggal PPDTO.

13.Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.

14 ls jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).

15. It sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.

16. 1.1 keterangan yang mendulkung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan
keberadaannya.

.
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CONTOH 3. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG
DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN GUDERNUR/BUPATI/WALI KOTA.

NOMOR
TENTANG
PENGHAFUSAN SECARA BERSYARAT FIUTANO DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAMKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA.. . (DINAS ... )" . ATAS NAMA

—.(PENANGGUNG UTANG).. . »

GUBERNUR/DBUPATI/WALI KOTA. .

Menimbang : a bahwa berdasasrkan ketentuan Pasal 37 ayut (3) Undang undang Nemor | Tahiun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) hurul a Peraturan Pemenntah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Mutang Negara/Daerah
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerntah
Nomor 35 Tehun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerntah Nomor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Putang Negara/Daerah,
penghapusan Putang Daerah untuk jumlah sampa dengan Rp.5 000 000.000,00
(lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Wali Kota,

b. bahwa ..... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat ) . %) dalam surat
Nomor .......... tanggal........ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat
piutang daerah atas nama .....* (Penanggung Utang) .. ¥ dengan nilai Rp .. .. -8

c. bahwa piutang dacrah atas nama . ........ * (Penanggung Utang) ... %, telah diurus secara
optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang
Daerah Telah Opumal (PPFDTO);

d.  bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat
Nomor....... tanggal...... telah membenkan rekomendas untuk menghapusikan secara
bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c %,

e bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada
huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Putang Negara/Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomar 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteni Keuangan Nomor
.../PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Plutang Negara;

f bahwa berdasarkan pertimbangan sebag; dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali
Kota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Putang Daerah Pada (DINAS) "... Atas
Nama ....(Penanggung Utang) *.... (...*Penanggung Utang...);

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Plutang Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 4286);

3.  Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang Perbendaharsan Negara (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Namor 4355),

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4400),
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5. Peraturen Pemenintah Nomer 14 Tahun 2005 tentang Teta Cara Penghapusen Putang
Negara/Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesma Tehum JO05 Nomer )1
Tambahan Lembaran Negars Republk Indonesa Nomor 44A8) swbagumana telah
beberapa kali daubah. terakhy dengan Peraturan Pemerntah Nemer 35 Tabun 2017
tentang Perubaban Kedua stas Peraturen Pemenintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cars Penghapusan Putang Negara, Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonewa
Nemor 6119),

6.  Peraturan Prmenntah Namor 12 Tahun 2019 tentang Pengriolaan Keuangan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesma Tahun 2019 Nomor 4), Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomer 6322).

7 Peraturan Menten Dalam Negent Nomor 77 Tabun 2020 temtang Pedoman Tekius
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nemar
1781);

8  Peraturan Menten Keuangan Nomor  /PMK 06/2022 tentang Penghapusan Prutang
Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Mutang
Negara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN GUDERNUR/BUPATI/WALI KOTA... . TENTANO PENOHAPUSAN SECARA
BERSYARAT PIUTANG DAERAH DAERAH YANO TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN FIUTANG NEGARA
PADA .. (DINAS)® .. ATAS NAMA _ (PENANGGUNO UTANG) '* . [ °*PENANGGUNG
UTANG ..

PERTAMA Menectapkan Penghapusan Secara Bersyarat PMutang Daerah Pada . (Dinas)'"  Atas
Nama .. (Penanggung Utang)'® . (_ *Penanggung Utang ) dengan nlar  , dengan
noaan sebagaum. ter dal lampuan yung merupakan bagan tulak
terpisahkan dan Keputusan Gubernur /Bupati/Wali Kota.. ... i

KEDUA Penghapusan Secara Bersyarat Plutang Daerah scbagaur d:maksud dalam Duk
PERTAMA udak menghapuskan hak tagh Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama
Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghap Secara Mutlak Piutang
Daerah

KETIGA Keputusan Gubernur /Bupati/Wali Kota......... ini mulas berlaku pada tanggal ditetapkan
Salinan Kep Gubernur /Bupati/Wali Kota. . ini disampaikan kepada.
| [—

Ditetapkan di .
Pada tanggal
Gubernur /Bupat /Wali Kota

Keterangan

a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah

b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang Jika Penanggung Utang
lebih dan satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatf nomor urut pertama
dengan tambahan Dik, terus dilengkspi jumlah total Penanggung Utang Misal Atas Nama Mr X Dick (213
Debitor).

¢ Untuk momor notas J) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.

d. Unmuk notam 6) agar ditubskan nomor dan tanggal surat dan BPK-RI, khusus untuk Prutang Daersh TGR/TP
Selain TGR/TP tdak diperlukan.

e Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetuy tersebut d kan dalam
konmderan
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CONTOH 4 PENETAPAN PENGHAPUSAN  SECARA MUTLAK PIUTANG
DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN GUBRERNUR/IUPATI/ WALI KOTA

NOMOR
TENTANO
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK FIUTANG DAERAM YANO TIDAK DAPAT DISERANKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA (DINAS 1" ATAS NAMA

(PENANGGUNG UTANG)  #

GURERNUR/BUPATI/WALI KUTA

Menunbang a  bahwa (Instans Yang Mengusullkan Penghapusan Mutlak ) . %) dalam surat Nomer
tanggal . telah mengusulkan penghap secara mutlak piutang daerah atas
nama  * (Penanggung Utang) . % dengan nilas Rp ... L

b baliwa piutang daerah stas nama ... * (Penanggung Mang) *, telah diurus secars
optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernystasn Putang
Dasrsh Telah Opumal (FFOTO),

¢ bahwa terhadap Putang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut
schelumnya telah  ditetaphan  Keputusan Penghapusan Bersyarat  sesumi  surat
Nomor ... . tanggal ... %,

d  bah lan penghap secara mutlak stas puitang daerah tersebut pada huruf b
telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tats
Cara Penghapusan Mutang Negaa/Dacrah sebagaunana telah bLeberapa kali drabah
teraklur dengan Peraturan Pemeriatah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubshan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Prutang
Negara/Dasrah jo  Peraturan Mentert Keuangan Nomor  /PMK 06/2021 tentang

Penghapusan Putang Dacrah yang Tidak Dapat Diseralikan Penguru ya hrpala
Panitia Urusan PMutang Negara,
e bahwa berdasarkan perumbangan sebaga dimaksud dalam huruf a, huruf b, hurul

¢, huruf d, dan hurul e perlu menetapkan Keputusan Oubernur / Bupat / Wali Kota tentang
Penghapusan Secara Mutlak Mutang Dacrah Pada (DINAS) " . Atas Nama . . (Penanggung
Utang) ® (. *Penanggung Utang ),

Mengingat 1. Undang Undang Namor 49 Pyp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Mutang Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembasan
Negara Republik Indonesia Nomor 2104),

2 Undang Undang Namar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4286),

3  Undang Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Neyara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4155),

4. Undang Undang N 15 Tahun 2004 tentang Pemen) Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cars Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4488) scbagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemernintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabiun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan
Putang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nemor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesma Nomer 6119);
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PERTAMA

KEDUA

Ket ,

a  Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuargan Daecrah.

b Untuk nomor notasi 2). 4), 3), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang Jika Penanggung Utang

lebih dan satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daflar nominatif nomes urul pertama

dengan tambahan Dkk, terus ddenghkap: jumiah total Penanggung Utang Misal Atas Nama Mr X Dik (213

Debater).

Untuk momor notas J) agar ditukskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.

d Untuk notas: 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat keputusan dari Gubernur /Bupati/Wali Kota tentang
penghapusan Putang Daerah secara bersyarat

e Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan

o]

6 Perstorsn Pemermiah Nemor 1) Tahun 2019 tentang Peagelolasn Kewangan Daersh
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tabun 2019 Nemer ¢), Tambaban Lerbaran
Negara Repubid Indanesa Nemor 6.122),

i Perstaran Menten Dalam Negent Nemor 77 Tabua 2000 tentang Pedoman Tekoue
Pengelelann Keusngan Desrah Derita Negawa Republh indenesa Tabun 2020 Memer
1781)

& Peraturan Menteri Kevangan Nomer /PMK 06 2020 tentang Penghapusan Plutang
Deerah yang Tidak Depat Diserabkan Pengurusennya kepada Panitia Urusen Plutang
Negars,

MIMUTUSRAN

KEFUTUSAN GUDERNUR/BUPATI/WALI KOTA.  TENTANG PENOMAPUSAN SECARA
MUTIAK  PIUTANO DAERAM DAERAM  YANO TIDAK DAFAT  DISERANMKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PMUTANG NEGARA
PADA  (DINAS/® ATAS NAMA  (PENANGOGUNO UTANG) = | FENANOGUUNG
UTANO ),
Menetaphan Penghapusan Secara Mutiak Nutang Daevah Pada (Dinas)'*  Aias Nama

(Penanggung Utang)'®  ( ‘Penanggung Utang ) dengan nida . dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam lampuan yang merupakan bagien Udak terpisahloan darn
Keputusan Gubernur/Dupati/ Wak Kota . ini.
Penghapusan Secara Mutlak Putang Dacrah sehagumana dunsksud dalam Distum

PERTAMA menghapuskan hak tagh Daecrah terhadap Putang Daerah atas nama

Penanggung Utang sesua ketentuan peraturan perundarg-undangan

Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota. . . i mulai berlaku pada tanggal ditetaphan

Salinan Keputusan Gubernur /Bupati/Wali Kota.. . _ini disampaikan kepada

1

2

3
Ditetapkan di
Pada tanggal

Oubernur /Bupau/Wali Kota .

dalam konsderan.
Jabatam parat Fj. BUR ANAH LAUT,
Sewstans Daerah | W
Asisten 11U
Kepata skPD | SYAMSH{ RAHMAN

Kabag Hukum /‘l
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